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PRAKATA 

Bismillahirrahmanirahim, 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 

sehingga buku yang berjudul “Perpajakan: Teori & Praktikum” dapat 

terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan untuk membantu 

mahasiswa pada khususnya serta masyarakat pada umumnya yang akan 

memperdalam pengetahuan tentang pajak bukan hanya dari segi teori saja 

namun juga dengan praktik secara langsung. Praktik yang dimaksudkan 

adalah praktikum untuk mengerjakan soal tentang perhitungan pajak terutang 

dimana simulasi soal disesuaikan dengan kondisi di sekitar mahasiswa 

maupun masyarakat). Pengetahuan tentang perpajakan senantiasa mengalami 

perubahan dan pengembangan mengikuti perkembangan zaman, 

perkembangan ekonomi dan sosial serta perkembangan pembangunan suatu 

Negara seperti halnya di Negara Indonesia. Perubahan dan pengembangan 

atas pengetahuan tentang perpajakan juga terjadi untuk menyesuaikan 

dengan perubahan atas undang – undang di bidang perpajakan.  

Demikian penyusunan buku ini sesuai dengan pemberlakuan undang 

– undang serta peraturan dan ketentuan pelaksanaan perpajakan yang 

berlaku. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan 

bagi pembaca baik dalam hal pemahaman teori maupun penyelesaian 

simulasi soal hitungan pajak.  

Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada 

keluarga, rekan sejawat di lingkup prodi serta semua pihak termasuk 

Kemdikbud atas bantuan dana hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka, 

lembaga Universitas PGRI Madiun dan UNIPMA Press atas segala 

dukungan sehingga penyusunan buku ini bisa terlaksana tepat waktu. 
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Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih 

banyak terdapat kekurangan. Penyusun sangat berharap adanya saran dan 

kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan pengembangan buku ini 

untuk selanjutnya. 

 

  Madiun, Desember  2021 
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BAB 1 

DASAR-DASAR PERPAJAKAN 

 

1.1 Definisi dan Fungsi Pajak 

a. Definisi 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 

tentang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 

berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh 

pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarnya kemakmuran 

rakyat. 

Sementara itu, menurut Prof.Dr.Rochmat Soermitro,S.H., pajak ialah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasrkan undang-undang dengan 

tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dasar definisi tersebut, dapat disimpulkan bahawa pajaka memiliki 

unsur-unsur : 

1. Iuaran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuaran tersebut 

berupa uang (bukan barang) 

2. Berdasarkan undang-undang  

Pajak dipungut berdarkan atau dengan kekuatan undang-undang 

serta pelaksanaanya. 

3. Tanpa jasa timbalatau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung ditunjuk. 
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4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

b. Fungsi Pajak 

 Ada dua fungsi pajak, yakni : 

1. Fungsi Anggaran : berfungsi salah satu sumber dana pagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarnnya. 

2. Fungsi Mengatur : berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau 

melaksanakan kebijaksanaa pemerintahan dalam bisang sosial 

dan ekonomi. 

3. Fungsi Stabilitas : dengan adanya pajak, pememrintah memiliki 

dasna untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan 

satabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan : pajak yang sudah dipunggut 

oleh negara akan digunakan akan digunakan untuk membaiayai 

semua kepentingan umum. 

1.2 Teori Pemungutan Pajak 

Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberi justifikasi 

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori 

tersebut antara lain ialah : 

a) Teori Ansuransi  

Negara melindungi keselamatam jiwa, hak benda, dan hak 

rakyatnya. 

b) Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasrkan pada kepentingan 

masing-masing orang. 

c) Teori Daya Pikul 
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Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak 

harus dibayar sesuai dengan daya pikul orang masing-masing orang. 

d) Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 

dan negaranya. 

e) Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemunggutan pajak. maksudnya 

memunggut pajak berarti menatik daya beli rumah tangga 

masyarakat untuk rumah tangga negara. 

1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hal pemungutan pajak 

yaitu: 

a) Syarat Keadilan 

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan baik secara 

undang-undang maupun pelaksanaannya. Adil secara undang-

undang di antaranya adalah pengenaan pajak secara umum dan 

merata sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adil secara 

pelaksanaan dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi Wajib 

Pajak untuk menggunakan hak perpajakannya yaitu untuk 

mengajukan keberatan, pengajuan banding kepada pengadilan pajak, 

serta penundaan (Dispensasi waktu) saat pembayaran. 

b) Syarat Yuridis 

Pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan undang – undang oleh 

karena undang-undang memberikan jaminan perlindungan hukum 

bagi  Negara beserta warganya.  

c) Syarat Ekonomis 
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Pemungutan pajak diarahkan supaya tidak sampai mengganggu 

kelancaran perekonomian (kegiatan produksi, perdagangan), 

sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan lancar. 

d) Syarat Finansiil (Efisiensi) 

Syarat finansiil dimana pemungutan pajak harus efisien merujuk 

pada penekanan biaya pemungutan pajak lebih rendah dari hasil 

pemungutan pajak. 

e) Syarat Netralitas 

Terdapat banyak anggapan dan harapan bahwa pajak memiliki sifat 

yang netral dan tidak terdapat kecenderungan menyimpang dari 

konsep dasar penyusunannnya. Widodo dkk (2011:110) 

menjelaskan bahwa pajak yang netral adalah pajak yang ideal dan 

terbaik, namun pada kenyataan yang ada sebagian besar lingkup 

masalah yang muncul di bidang pajak karena fakta bahwa model 

perpajakan bersifat distorsif terhadap perekonomian kita 

(Indonesia). 

f) Syarat Kesederhanaan Dalam Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dipahami akan 

akan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Adanya administrasi pajak agar memberikan 

kemudahan dalam pengelolaan pajak. Kesederhanaan sistem 

pemungutan dan kemudahan administrasi perpajakan bertujuan agar 

pajak tidak kehilangan legitimasinya. Mardiasmo (2016: 5) 

memberikan contoh dari syarat sistem pemungutan pajak harus 

sederhana sebagai berikut: 

1) Penyederhanaan tarif bea meterai hanya menjadi 2 macam tarif 

yaitu Rp 3000,- dan Rp 6.000,-, dimana selanjutnya 



5 
 

disederhanakan lagi menjadi 1 macam tarif yaitu bea meterai 

dengan nilai Rp 10.000,- yang berlaku mulai awal tahun 2021. 

2) Penyederhanaan tarif PPN yang beragam menjadi satu tarif yaitu 

10%. 

3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) 

untuk Wajib Pajak Badan dan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. 

g) Syarat Stabilitas 

Syarat stabilitas berarti bahwa pemungutan pajak harus mampu 

untuk menghasilkan penerimaan bagi Negara namun juga tetap 

mampu untuk menghadapi perubahan kondisi perekonomian.   

h) Syarat Kecukupan 

Widodo dkk (2011: 112) menyatakan bahwa untuk menilai sistem 

pajak adalah perlunya memahami potensi pajak dalam 

mendatangkan penerimaan Negara sampai dengan tingkat yang 

memadai bagi keperluan pemerintah. 

1.4 Hukum Pajak 

a. Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H. Hukum pajak memiliki 

kedudukan hukum-hukum sebagai berikut : 

1. Hukum perdata, megatur hubungan satu induvidu dengan individu 

lainya. 

2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pememrintah dengan 

rakyatnya. Hukum ini adalah dapat dirinci sebagai berikut : 

a) Hukum tata negara 

b) Hukum tata usaha 
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c) Hukum pajak 

d) Hukum pidana 

b. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal 

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintahan selaku 

pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai Wajib Pajak. Ada 2 (dua) 

macam hukum pajak yakni: 

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan 

antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai 

pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besar dikenakan (tarif 

pajak), segala sesuatu timbul dan hapusnya utang pajak, dan 

hubungan hukum antara pemerintahan dan wajib pajak. Contoh 

dari pajak materiil adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

2. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk 

mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara 

melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum pajak formal 

memuat beberapa hal meliputi: tata cara penyelenggaraan 

penetapan utang pajak, hak fiskus untuk melakukan pengawasan 

terhadap wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan/peristiwa 

sebab timbulnya utang pajak, kewajiban wajib pajak seperti halnya 

menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan serta hak wajib pajak 

seperti halnya mengajukan keberatan dan banding.   

1.5 Pengelompokan Pajak 

Macam-macam pajak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa 

kelompok menurut golongan, sifat maupun sesuai lembaga 

pemungutnya. Berikut penjelasan untuk masing-masing 

pengklasifikasian pajak tersebut: 

a) Klasifikasi menurut golongan 
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Pajak dalam klasifikasi menurut golongan terdiri dari dua yaitu: 

1) Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan atau 

ditanggung orang lain. Contoh dari pajak langsung ini adalah 

Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat ditanggung atau 

dibebankan kepada orang lain, sebagai contohnya yaitu Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah 

(PPn BM). 

b) Klasifikasi menurut sifatnya 

Pajak dalam klasifikasi menurut sifatnya terdiri dari dua yaitu: 

1) Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya atau pemungutan 

atau pemotongannya memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan 

objeknya tanpa melihat keadaan diri Wajib Pajak, contohnya 

adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

Barang Mewah (PPn BM).  

c) Klasifikasi menurut lembaga pemungutnya 

Pajak dalam klasifikasi menurut lembaga pemungutnya terdiri dari 

dua yaitu: 

1) Pajak Pusat adalah pajak yang pemungutan atau pemotongannya 

dilakukan oleh pemerintah pusat, misalnya adalah Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai. 

2) Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutan atau 

pemotongannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan sebagai 




